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BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang

Mengingat

ca.

—_

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka
(Memorandum of Understanding Between The Government of
Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15
Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan
Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk
menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh,
berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak
bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan
rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang
demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah, maka Qanun Kabupaten Aceh
Jaya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan
perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun
Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan atas Qanun
Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak
Penerangan Jalan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten
Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4179);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950);

8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2013 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat
yakni ayat (3) dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11
Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran
Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 11), sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
(2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan :
a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan
pembayaran, nilai jual tenaga listrik:



1.jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan
biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam
rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar
setelah penggunaan; dan

2. jumlah pembelian tenaga listrik.

b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual
tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia,
tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian
listrik, dan harga satuan Ilistrik yang berlaku di
Kabupaten.

(3) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, penyedia tenaga listrik melakukan
penghitungan dan pemungutan Pajak atas penggunaan
tenaga listrik.

Pasal II
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 1 November 2019 M
4 Rabiul Awal 1441 H

BUPATI ACEH JAYA,
Dto
T. IRFAN TB
Diundangkan di Calang

pada tanggal 4 November 2019 M
7 Rabiul Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Dto

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2019 NOMOR 15

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (15/121/2019)



